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Dalam  Undang-undangz Nomor 4 Tahun 1382 tentang UULH,
Pazal € mengatur tentang Hak Peran Serta Masyarskat dalam
Pengelolaan Lingkungan. Wujud Peran serta Masyarakat tersebut
cdiatur dalam sistem perizinan lingkungan, Peran gerta
tersebut darat berbentuk saran dan pemikirannya atas suatu
rencana Xegiatan  yvans  dapat menimbulkan  dampak terhadap
lingkungan, ‘“keberatan” atas suatu rencana kegiatan yang
telah diputuskan atau melakukan "banding administrasi' kepada
pejabat atasan pembuat keputusan. Dengan instrumen tersebut,
maka keputusan vang ditetapkan oleh pemerintah atas suatu
permchonan  izin diharapkan telah mempertimbangkan kepen-
tingan semua pihak (baik manusia maupun lingkungan salamnya).

Berdasarkan uralan diatas, maka permasalahan yang dapat
disajikan adalah : Peraturan apa saja di Jawa Timur vang
menjadi dasar hukum pelaksanaan aistem perizinan 7; Peraturan
perizinan apa saja yang ada di Jawa Timur, vyang umengatur
prosedur peran serta (inspraak) dan banding administrasi 7?;
Apakah pengaturan prosedur peran serta (inspraak) dan banding
administrasi dalam peraturan perizinan tersebut sesuai dengan
asas hukum yveng berlaku dalam ajaran ineprak 7
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Berdazar permasalahan diatas, tujuan Penelitian adalah
memperoleh gambaran mengenal pengaturan hak peran serta
(inspraak) dan banding administrasi dalam sistem perizinan
lingkungan di Jawa Timur; memperoleh gambaran tentang upaya
Pemerintah Dasrah Tingkat I Jawa Timur dalam melaksanakan
k@tentuén tentang vperizinan  lingkungan khususnyva ATZAS
inspraak peran serta) dan banding administrasi;
mengidentifikasi kendala teknis dalam pelaksanaan hak peran
gerta masvarakat {inspraal) dan banding administrasi dalam
sistem perizinan lingkungan di Jawa Timur.

Pendekatan Masalah dilakultan Secara Juridis normatif,
vaitu melalui penelusuran ketentuan perundang-undangan baik
tingkat naszional maupun regicnal yvang mengatur permasalahan
dibidang lingkungan. Selain itu, ditelusuri Jjuga dokumen-
dokumen resmi  vyang ada kaitannya dengan masalah vang
diteliti.

Sumber data terdiri dari: data primer vang diperocleh
dari penelitian lapangan vang berbentuk Jjurnal penelitian,
pendapat pejabat, dan berita pada harian yang mendukung
masalah penslitian. Data gelunder diperoleh melalui
penelitian dokumen peraturan perundang-undangan yang menjadi
dagsar pemberian izin-izin lingkungan di Jawa Timur.

Sampel terpilih adalah ketentuan perundang-undangan yang
mengatur perizinan dibidang lingkungan vang dibentuk oleh
Pemerintanh Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Peraturan Daerah
Tingkat I1 Kotamadva Surabava. Instan=zi adalah instanzi vang
berwenang memberilkan izin Jdi bidang lingkungan.

Langkah analisa data dilakukan dengan cara

: Inven-

tarisasi semua peraturan perundangan dibidang perizinan
lingkungan vang berlaka di Jawa Timur; Mensistematisasi
peraturan perundangan dibidang perizinan lingkungan terssbut
dari tingkat vang lebih tinggl =zampail yvang terendah;
Mengidentifikasi masalah Peran Serta HMasyvarakat (insprask)

| dan banding administrasi dalam peraturan perundangan yang

telah terpilih sebagal sampel; Menganalisa pengaturan peran
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serta masvarskat (insprasak) dan banding asdministrasi dalam
hukum positiy vang. terpilih berdasar azas Peran Serta
{insprasak) dan banding administresi yang ada dalam teori.

Untuk dapat memahaml pelaksanaan penelitian ini, perlu
dimengerti . heberapa peristilah , vyaitu Hak perangerta
masyarakat : adalah gsuatu hal vang dimiliki oleh masvarakat
untuk turut serta dalam proses  pembuatan keputusan oleh
veamerintah baik melaluil: pemberian saran maupun keberatan.
Inaspraak : ecuatu hak vang dimiliki oleh rakyat untuk
berpartisipagl terhadapr suatu rencana vang dibuat oleh
pemerintah dalam bentuk sran, pendapat (sebelum  keputusan
dibuat/kerlaku), baran-saran vang diberikan oleh rakyat dapat
disampaikan langsung kepada pejabat vyvang akan menetapkan
keputusan, Keberatan : suatu hak vang dimiliki oleh pihak-
pihak vyang kepentingan hukumnya terkena langsung untuk
mengadjukan keberatan ataz suatu keputusan vang dibuat oleh
rejabat/penguasa,. Keberatan diajukan pada pesiabat  pembuat
keputusan. Fanding Administras]l : suatu hak vyang dimiliki
oleh pihak-pihak yang kepentinzen hukumnya terkena langsung
untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan vang Jdibuat
oleh pejabat/penguasga. Banding Administrasi dapat diajukan
oleh remohon kepada pejabat atasan dari pejabat pembuat
keputusan.

Hasgil vpenelitian dapat disimpulkan sebagai berilkut
Kewenangan pemberian izin di Jawa Timur dilakukan dalam
rangka pelaksanaan kewenangan pendelegasien (izin pusat di
daerah), Kewenangan otonom (izin oleh dinas tingkat I3 dan
kewenangan vang didesantralisasikan kepads daerah tingkat II
di Jawa Timur; Terdapat beragam Jenis prosedur vang di atur
oleh berbagai peraturan perundangan yang satu dengan lainnya
memiliki rperbedaan-perbedaan vang mendasar: Hanya terdapat
dua Jjenis ketentuan (izin HO dan IMB) yang wmengatur pelak-
sanaan hak berperan serta bagi rakyvat dalam prossdur per-
izinan; Masih tardapat’perbedaan antara izin HO dan IME dalam
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hal menerapkan peraturan perundangan dibidang perizinan.
Beberapa dapat disarankan sebagai berikut: Untuk ter-
Jadinva keseragaman dalam hal presedur perizinan perlu
ditetapkan suatu Undang-undang yvang sifatnya umum yang isinya
mengatuf tentang prosedur umum perizinan; Dalam hal
menerapkan prinsip keberatan yang diatur didalam HO, wajib
bagi pemerintah untuk mentaati ketentuan Pasal 5 ayat (1) HO.
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